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Melegitimasi Pelemahan Supremasi Sipil

ahbamah  Konstitusi
\.-'I menclak semun per-
mohonan  uji formil

terhadap Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 2025 atau UU
TNE Bahkan, mayoritas hakim
konstitusi menyatakan babwa
pembentukan ULD TR sudah
sestal konstitusi dan Gdak me-
langgar Undang-LUndang 1'em-
bentukan  Perundang-undang-
an sehingga permohonan wji
formil barus ditolak

Dalam penataran formalisme
hukum,  putusan MK ind
tentu dapat diperdebatkan pe-
rihal ketepatan pendapat ho-
kum mayoritas hakim konsti-
tusi  Apalglh, MK juga
permah mematus  dengan
pendapat hukum serupa dalam
PUtusan MK Namor
LOO/PUL-NVIIL 20200 tentang
Pengujian UL No 7/2020 ten-
L Perubaban Ketigs atas U1
No 24/2005 tentang Mahka-

mah Konstitusi.

Meluasnya otokratisme

Walaupun pendapat hukum
MK lerkesan hanya sebatas
kegagalan para pemohon me-
menuhi/membuktikan forma-
lisme hukum pembentukan UL
TNL pendapal mayoritas hakim
ME justru berdampak lebih ju-
as duripada menjuwah perso-
alan  konstitusionalitas  pem-
hentukan UL No 3/2005. Pen-
ilapual hukam mayoritas hakim
MIE terschut merapakan keter-
purukan lembuags persdilan ka-
rena melanggengkan praktik le-
galisme olokrtik.

Tidal hanya ita, putusan ter-
sehut akan semakin membuka
jadany bagi pemerintal dan De-
wan Perwakilan Rakwal unluk
tidak perlu maksimal dalam
melaksanzgkan partisipasi her-
makna  dalun  pembontukon
unmheng-undang.

Apalagi, MK turut memper-
soalkan kedodukan hukum pa-
ra pemahon vang disnggap 1i-
dak velevan dengan pormasa

M Nurul Fajri

Dreperertaen lukom oo Segern Dakadeas Hukam Undoersiias ndelas

lahan  konstitusional  dakom
pembentukan undang-undang
Armumentasi DPR dan peme-
rintah dalam persidangan ter-
scbut semakin menegaskan si-
kap eksklusivitas kuasa legislasi
rezin,

Padahal, MK dalam putusan
Nomor 9, PUU-XVITL2020 e
lah  memerintahkan  kepada
pembentuk undang-undang
agar menerapkan proses par-
tisipasi bermakna (reaningfil
participation). Proses ini ide-
alnva borpegang  pada un-
dang-nndang yang herlaku un-
tuk semua (erga ormesh

Apalagh, selain mempersos-
Ran konstitusionalitas pemben-
tukan UL No 32025 henang
merah pokok permasalaban da-
lam semua perkarn yang di-
djukan adalah perihal supre-
masi sipil (keadaban sipil dalam
bernegara), Baik penguatan pe-
ran  militer dalam UL No
BAMES maupun partisipasi
publik dalam pemibentukon un-
dang-undang.

ME melalui lima orang ha-
kim, Daniel Yosmie P Foelkh, M
Guntur Hamzah, Arief Hidavat,

Anwar Usman, dan Hidwan
Mansvur,  justru - membatasi
han  pembentukan

I No /2025 pada kedudukan
hukum para pemohon. Sema-
ta-mieta karena dianggap tidak
relevan dengan proses legislas:
clan dengan materi muatan nor-
ma dalam UU No 32025 yang
dipermusalahkan,

Dari sudut pandaesg “filsi
hukum”, MK justru  sedang
memperkuat ketimparygan
struktural dhi hidsng legislasi de-
ngan publik dianggap tahu dan
wajib - patuh lechalap  un-
dang-undang yvang telal disab-
kan, Namun, ketika turut mem-
permasalahkon  melalui  jalan
konstitusional, justru diaoulic
karena dianggap tidak punya
relevansi rekam jejak terhadag
pokok permasalihan vang di-
ajukian.

Preseden MK

Sejak peruhahan Un-
dang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TN disahkan, ha-
nyak yang telah mengkhawa-
tirkan MK akan menghadapi
tekanan politik, termasuk mi-
liter, dalam mengadili perkars
Judfieial review UL TNL Apalagi,
helakangan PR juga kembali
mempersoalkan secara vis o vis
kapasitas sembilan hakim kon-
stitusi dalam memuotus perkara
pengujian undang-undang pro-
duk DPH dan pemerintah.

Meskipun - belalangan MK
dalam banyak putusannya di-
nilai telah "kembali ke jalan
yang henar”, tekanan dalam
pengujian UL TN tentu akan
sangalt berbeda Hal ind berkaca
pada ancaman “fisik yang di-
alami  berbagai  pibak  yvang
menghritik  penguatan mil
risme pada ranabesipll terhudap
materi muatan UL TNL

Disisi lain ME pernah meng-
gunakan cargumentasi - serupa
DPR dan pemerintah terselot
dalam menclak perkara uji ma-
tenil 1T ME dalam polusan
Nomor  DOO/PUL-XVT 2020,
Oleh karena itu, pars pemohan
dengan kedudukannys sebagai
warpa nepara Indonesia dengan
aktivitasnya dianggap MK tidak
memiliki hubungan sebab-aki-
bat (causa verband), baik ang-
gapan kerugian polensial mau-
pun Saktual terhadap pasal-pa-
zal dalam UL MEL

Presenlen ini patol didugs
menjadi dasar DPR dan pe-
merintah dalam mempersoal-
kan kedudukan lnkum para pe-
meohon dalum uji formil 10
TNL

Meskipun menerima kedu-
dukon oo para pemolon

perkars uji formil UL MK
dalam putusm Notnor
I PLUL-XVTTL 220, MK

sana sekali tidak mempertim-
DBangkan aspek partisipasi ber-
makna datam pembentulean LIL
ME Apalagl. ME menegaskan

Bahwa wsulan rapcangan un-
dang-undang jika masuk dalam
daftar kumulatif terbuka sc-
sungguhnya dapat dibentuk ka-
pan saja dan tidak terbatas jum-
lahmya  sepanjang  memenuhi
kriteria vang terdapat dalam
Pasal 23 Avat (1) Undang-Lin-
dang Nomor 12 Tabun 2011

ME juga menambahkan hah-
wa perubaban andang-undang
melalui daftar kumulatit ter-
buka mempunyal sifat khueus
yang Hdak dapat sepenubnya
dipersamakan dengan usulan
perubahan undang-undang
vang bersifat normal, vaite man-
cangan  undang-undang vang
masuk dalam o daftar program
legislasi masional - (prolegnas)
jangka menengah.

Apabila menilik argumentasi
Lersebut serta membaca secara
cermat keterangan DR dan pe-
merintib dalam persidangan uji
formil U TNE pada 23 Juni
2025, akan ditermuban poin-po-
in kesamaoan, Khususiva pen-
Jelasan terkait dengan revisi UL
TNI  difakukan  atas  dasar
respons lechadap putusin ME
Nomor 62/ TUU-IN202].

Dewite juga dengan respons
hakim konstitusi dalam persi-
dangan 24 Juni 2025, Dalam
putusan  Nomor  100/PUU-
XV 2000, terdapat pendapat
berbeda  (dissenting  opinion)
dan alasan berbeda (concurring
apimii) dart Hakim Konslilusi
Wahiduddin Adams dan Hakim
Konstitusi Suhartoyo serta pen-
dapat berbeda (disseriing opi
nina) dari Hakim  Konsblusi
Arief Hidawat dan Hakim Kon-
stitusi Sulidi Bsra.

Respons Hokim  Konstitusi
Arief  Hidayal  dan Hakim
Konstitusi Saldi Isra terhadap
keterangan DIPH dan pemerin-
tal dapat dikatakon konsisten
dengan  pendapat herhedunya
dalam putusan Nomor 1007
PUUXVIILA2020,  Sayangnya,
dalam perkara dimaksud kedua
hakim konstitusi i adalab i

noritas dalun posisi lima ber-
handing empat.

Meskipun terdapat tiga ha-
ki konstitusi bara dalam per-
kara uji formil UL TNI saat ini,
preseden  putusan telah  ber-
bangun. Belakangan MK me-
nolak menjadi keranjang sam-
pah legislasi, tetapi jangan sam-
pai MK melegitimasi pelemah-
an supremasi sipil

Rubrik ini menenma artike! dengan
topik detusl, redovan dan med kit
kepentingan publik. Artikel ha
dikirim ke Ogini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5000 kerakter
dengan spasi Kirim ke
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Problem beras belum
luntas

Lt beras, belum yany
latn.
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Tim transformasi
reformasi Polri diisi
52 perwira.

Stlakan atur sendiri,
FPak!
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Anggaran Fomkot
Tangsel didominasi
kehutuhan birokrasi,
Duh, pemerintah daerah
lain bagaimeana?
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